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BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR &% TAHUN 2017

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH

ATAS TUMPANG TINDIH PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Menimbang :

| Mengingat

TA. 2009 An. Dra. DERMAWATI , MPd
BUPATI SAMOSIR,

bahwa secara yuridis formal saudara Dra. Dermawati, M.Pd

~ Jabatan PIt. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
~dan Otonomi Desa Kabupaten Samosir pada Tahun 2009 telah

membayarkan atau menyetorkan seluruh kerugian daerah yang
menjadi tanggungjawabnya ke Kas Daerah; |

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalé]m
huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang
Pembebanan Kerugian Daerah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun-1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nhomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tei'\tang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4346);

4. Undang-Undang....../



10.

11.

12,

. . Undang- Undang Nomor 1 Tahun 12004 tentang Perbendaharaan’

Negara (Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ‘
Undang- Undéng Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembarani
Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesna Nomor 4400), | R

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangank antara Pemerintah Pusat dan Pemer‘ihtahah‘ Daerah.
(Levmbar‘an Negara Republik lr_id'onesia‘ TahUn 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

‘7Ur_1dang-Undan‘g Nomor 23 Tahun 2014 te_ritarjg Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N‘ovmovr}55_87‘)

sebag’aimana télah diubah beberapva kali terakhir dengan Undang-

‘Undang Nomor-9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang Undang Nomor 23 Tahun. 2014 tentang Pemermtahan
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesna tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndone3|a Nomor 5679)

| 'Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan o

' Keuangan Daerah (Lembaran Negara . Repubhk Indone3|a Tahun‘

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indones:a

' Nomor 4578)

Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Slstem
Pengendallan lntern Pemenntah (Lembaran Negara Repubhk

‘lndonesua Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negarav

Republlk Indonesia Nomor 4890) o
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 3
Daerah (Lembaran Negara Republlk Indqnes;a Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembafah Negafa Republik Ind»onesia'No'mor 588_7);
Pefat_urah ‘Pemerintathanllo}rv 12 Tahun 2017 tehtang Pembinaan

dan  Pengawasan Penyeienggaraan' Pemerintahan ~ Daerah

‘(Lembaran Negara Republik Indone3|a Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 6041)

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerlntah sebagalmana telah dlubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kee-fnpat atas“Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010

‘tent_ayhvg Pengadaan B‘aran'g/ Jasa Pemerintah;

- 13. PeraiU(én Daerah...'../



13,

14

15.

F’eraturan,Daerah}Kabupaten Sa_mosir Nomo‘rv7 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuarrgan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nornor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang.
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran
Daerah Kabupaten Samosir Tahurr_ 2016 Nomor 4'0‘Séri D Nomor
38), '_ S e L
Per.a,tura}n Menteri Dalam Negeri Nom_or»'5 Tahun 1997 tentang

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan:

. Barang Daerah;

16.

Peraturan Menteri Dalam Nég"e'ri Nombr 13 T ahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimaha telah diubah

C‘beberapa kal| terakhlr dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan'.

* Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

"Pengelolaan Ketiangan Daerah (Benta Negara Republlk Indonesia

' Tahun 2011 Nomor 310); -

17.

18.

21.
- Kedudukan Su_Sunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja

Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 23 Tahun 2007 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan .

. Pemerlntah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

~Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pe_ngawasan _atas ‘ Penyelenggaraanv

Pemerlntah Daerah;

‘Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 19 Tahun 2016 tentang'

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berlta Negara

" Republlk Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesra Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaran Gantl Kerugran Negara‘

o Terhadap Bendahara;
20.

Peraturan Bupati Samosrr Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Gantl Keruglan Daerah (Berlta Daerah_ Kabupaten Samosrr Tahun
2011 Nomor 4 Seri F Nomor 209); : "

Peraturan ‘Bupati Samosw Nomor 34 Tahun 2016 tentang

‘-Sekretariat_ Daerah, Sekretariat - DPRD dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016
~ Nomor 43 Seri F Nomor 402);

" Memutuskan....../



MEMUTUSKAN

Menetapkan | .
KESATU . Membebankan Kerugian Daerah kepad'a Saudara :
. Nama - ~: Dra. Dermawati, M.Pd
- Jabatan _ - : Plt.  Kepala ‘Badan Pemberdayaan
o - Masyarakat, Perempuan dan Otonomi.
: » Desa Kabupaten Samosir -
‘Unit Kerja ~~ : Badan Pemberdayaan  Masyarakat,
’ ‘Perempuan dan  Otonomi  Desa:
_ | : ‘Kabupaten Samosir
Nilai Kerugian Daerah - :. Rp. 300.000,00 o
Sumber Informasi ¢ LHP Inspektorat K'ab'upaten_ Samosir
- ‘ “Tahun 2009 .
Uraian : Terdapat tumpang tindih pembayaran
' biaya perjalanan dinas = an. Dra.
Dermawati , MPD sebesar Rp. 300.000
(tiga ratus’ribu rupiah).
KEDUA Kerugian Daerah sebagaimana di'ma'ksud ‘dal'ém Diktum Kesatu Wajib
' _dibayarkan atau disetorkan seluruhnya ke Kas'Daerah dah proses
penyelesalan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan perundang- -
, undangan yang berlaku. R B .
KEDUA i Pembebanan Keruglan _D_aerah‘sebagaimana dimaksud dalam Diktum
‘ Kesatu telah dibayarkan atau disétorkan\selurUhnya ke Kas Daerah.

KETIGA : Képufdsan ini mulai berlaku sejak tanggél ditetapka'n‘ dengan

ketentuan apabila dlkemudlan han ternyata terdapat kesalahan di
dalam keputusan ini, maka akan dladakan ‘perbaikan sebagalmana

mestinya. =

 Ditetapkan di Pangururan |
~ pada tanggal W 2017

 BUPATI SAMOSIR,

Keputusan ini dlsampalkan kepada

oM

. Kepala Perwakilan Badan Pemenksa Keuangan Repubhk Indone3|a Provsu '

Ketua DPRD Kabupaten Samosir; "

Inspektur Daerah Kabupaten»Samosw _
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir;
Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.




